LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI D TAHUN 1986 NOMOR 5

—

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1985
TENTANG ;

PENUN JUKAN, PENGANGKATAN, KEWENANGAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENYIDIK PADA
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1I BANYUMAS

BU

Mecenimbang ¢
a.

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan secara ber-
daya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketenteraman dan ke
tertiban dalam Wilayah Kabupiten Daerah Tingkat 11 Banyumas,
perlu mengatur lebih lanjut pelaksinaan pasal 43 ayat (2) Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan
di Daerah mengenai penunjukan Penyidik sesuai peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku ;

bahwa dengan berlakunya Undang-urndang Nomor 8 Tahun 1931
tentang Hukum Acira P.dana dan Peraturan Pemerint: h Nomor 27
Tahun 1983, telah ditetapkan berakhirnya kewenangan Penyidix [
Prajaksa samp . deagan tanggal 31 Juli 1985;

bihwa sehubungan hal-hal tersebut pada huruf a dan b di atas,
maka FPenunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil sebagal Penyidik terhadap pelanggaran Peratur
an Daerah dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Banyumas
perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

1. Undng-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - poko’s
Pemierirtahan ot Dzeruh.



Y

9. Undang-undang Nomor 13 Talnfn 1950 tentap

. erah-dacrah Kabupaten dalam Lingkungan PfOpin,i Ja:vmukaﬂh

v‘ a i

3, Undang -undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokoy., "8
chcgawai:m. : pOkOk

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tent
Pidana.

5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentap .
an Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidan,, akay,

E!ng HUkum ACa
n

6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M- 05, PW. o
1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Ppep
dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

7.03 Tahun
gangkatan

7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-(4, PWw, 07.0

‘1 . 3Tah
1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, =

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kap,

Paten
_Daerah Tingkat 11 Banyumas,

MEMUTUSKAN

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKATII
BANYUMAS TENTANG PENUNJUKAN, PENGANGKATAN
KEWENANGAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI

' SIPIL SEBAGAT PENYIDIK PADA PEMERINTAH KABUPA-
) | TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in; yang dimaksud dengan

a. Daerah 1alah Daerah Kabupatcn Daerah Tingka

t IT Banyumas .
b. Pemerintah Daerah iala} Pemerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II '
c. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas

K
., . » . . s . m
d. Penyidik ialah I?cnyldxk.Pegawal Negeri Sipil sclagaimana dimaksud dal%

Banyums*



e

Tahun 1984 Jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

e. Penyidikan ialah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur .dnlﬂm peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengum
pulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
pelanggaran yang terjadi, dan guna menemukan tersangkanya ;

f. Peraturan Dacrah ialah Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat I1
" Banyumas.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab ke-
pada Bupati Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang :
a. menerima laporan atau pengaduan dari sescorang tentang adanya tindak-
pidana ;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaku-

kan pemeriksaan;
d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa

tanda pengenal diri tersangka ;
d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e¢. mengambil sidik jari dan memotret sescorang;

f. memanggil sescorang untuk didengar dan diperiksa scbag

saksi ;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemict

saan perkara;

ai tersangka ati



1

h. menghentikan penyidikan sctelah mendapat pctun)uk dari Penyidik POLR
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tcr..scl)ut bukan mery
tindak pidina atau dirutup demi hukum dan sclanjutnya melalui pe

) )
memberitahukan hal tersebut kcpada 1

]
1}

p'.lk;ln
ny.dik
enuntut Umum, tersangka ata,, Kely,
arganya

melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipcrtanggungiawabkan
‘ | enyidik tidak berwenang melakukan Penang,

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, P
kapan, penggeledahan dan atau penahanan.

BAB 1V |
PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIR

Pasal 4

S'?aré.t-syarat untuk dapat ditunjuk sebagai penyidik adalah;
a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I
(Golongan 11/ B) ; |

b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berper
didikan khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua]
tahun dibidang teknik operasional ;

c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP. 3) untuk se
lama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik ;

d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.
. Pasal 5 ‘
(I) Penyidik scbagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ditunju

. oleh Bupati -Kepala Daerah atas usul Pimpinan Unit Organisasi yang bersang
kutan, | B

(2) Penyidik yang ditun.ju.k oleh Bupati Keps;la Daerah sebagiimana dimaksud.‘ da
lam ay.at (1) pa.sa] ini, diajukan pengangkatannya kepida Menteri Kchakim3
melalui Menteri Dulam Negeri oleh Bupiti Kepala Duerah a0

Pasal 6

(1) Pemberhentian Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pesal ini ditctapkw-!’w
Menteri Kehakiman. |
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(2) Pemberhentian Penyidik baik karena mutasi jahatan maupnn tempat rugse atan

alasan lainnya disjukan pengusulannya oleh Bupati Kepala Dacral kepada Men
teri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeti.

BAB V

TATA KER]JA
Pasal 7

Penyidik bertugas melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan-peras
turan Daerah yang mencantumkan sanksi pidana, baik kurungan, dends, maupun
sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 8

Penyidik wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan Tata Kerja yang diatur deng-
an peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyelidikan dan tindak lanjut
sampai penyelesaian di Pengadilan Negert.

(2) L:poran sebaguimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada
Bupati Kepala Daeralh melalui Pimpinan Unit Organisasi masing-masing.

y BAB VI
" PEMBINAAN

Pasal 10

Pembinaan Penyidik dilekukan oleh Bupati Kepala Dacrah bekerja sama dengan
Instansi penegak hukum.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik d&i
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dzerah.
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pAD VI
PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 12
maka semua ketentuan y ng bcrtcnnng

. tidak berlaku lagi.

KETENTUAN

craturan Dacrab int,
h ini dinyatakar

Pasal 13
r dalam Peraturan Dacrah ini yang bersifat P

Dengan berlakunya P
an dergan Peraturan Dacra

(1) Hal-hal yang belum cukup diatu
laksanaan akan ditetapkan olch Bupati Kepala Daerah,

(2) Peraturan Dacrah ipi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiip orang depat mengetahui memerintahkan pengundangannya dengan me.
Kabupaten Dacreh Tingkat II Banyumas,

nempatkannya dalam Lembaran Daerch
Purwokerto, 12 Desember 1983

BUPATI KEPALA DAERAH

DEWAN PERWAK'LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l TINGKAT II
BANYUMAS BANYUMAS
KETUA,

KISWORDO ROED]JITO

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daersh Tingkat I Jawa
dengan Surat Keputusan tanggal 17 Pebruari 1966 Nomor 188.3/57/198.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.1
JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ted.
Drs. SOENARTED]O-

NiP. 010 021 090

Diurdargban prda tanggal 23 Maret 1986 dan di d:
Kabupaten Dacrah Tingkat Il Banyumas Seri D h;:::g; 57}5:3:;;?}33‘""

An. BUPATI KEP. DAERAH TK. Il BANYUMAS
Sckretaris Wilayah [ Daerah,

Drs J. SOEHARD]JO.

R

Teng:sh

Daerah

e ——

NiR. 010 024 889 iis,

el



PENJELASAN

AT A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

TENTANG

PENUNJUKAN PENGANGKATAN KEWENANGAN DAN PEMOGERHENTIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGA! PENYIDIK PADA PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

L

uUMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
tentany Hukum Acira Pidana (KUHAP) maka kedudukan Het Herziene In-
landsch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R1B)
sepinjaug mengenai Hukum Acara Piduna udak berlaku lagi.

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di Wilayah Kabupaten Daerah Ting-
kar II Banyumas dan untuk menunjang kelancaran pembangunan terutam: di-
lam upaya penegakan hukum, dipandang perlu mengatur penurj tkan dan pem
binaan Penyidik yang bertugas menvelenggarakan Penyidikan terh.dap pelang
garan-pelanggaran Peraturan Daerah

lL.andasan Hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai peny'd:k selama
ini adalah HIR atau RIB. Akan tetopi dengan herlakunya Uud ng-und:ng
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara P:d.na KUHAP jo. Per.turan
Pemeriniah Nomor 27 Tahun 1983 teatang Pelaksinaan Kitab Uwndang-unding
Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka wewes-
nang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan,

Sejalan dengan ketentuan pisal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah diberikan wewenang kep-da
Pemerintah Daerah untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

Dilingkungan Pemerintah Daerah terdapat Polisi Pamong Praja y«ng didsar-
kan pada pasal 86 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Kcdudukan, tugas
dan fungsi Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Wilayah dalam mé
nyelenggarakan Pemerintahan Umum dan mereka itulah yang ditunjuk seba-
gai pra jaksa.

Peranan Polisi Pamong Praja sebagai pra jaksa lehih dititik beratkan kepada
penceg-han terhadap pelanggrran hukum.



Namun dalsm verkembangannya Polisi pamong prajamenangani juga masalal.
maos dah pelangearan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah yang bersi.

fat Non Justisial

(Kepolisinn repressip non justisial),

Dengan demikinn keberadaan Polisi Pamong Praja pada saat sekarang dapat melaku.
kon tindakan - tindakan preventif dan represip membantu Kepala Wilayah dalam rangka
me: jauga Letertiban dan ketenteraman dalam Wilayah Dacrah,

Untak itulah maka adanya penyidik pada hakekatnya adalah dalam rangka usaha
Wtk mewujudkan ketenteraman ketertiban dikalangan masyarakat schingga kesinambung-
an dun kelancaran pemerintah akan berjalan dengan baik.

UI. PASAL DEMI PASAL

Tasal 1 hurufa :
ruruf b :
hitiruf ¢
Lhurufd :

Pasal 2 :
Pasal 3 ayat(1):

ayat (2) :
Pasal 4 :
Pasal 5ayat (1):

ayat (2, :

P.sgal 6

Pasal 7 :
Pasal 8 :
Pzsal 9 :

Pasal 10s/d 13

cukup jelas

cukup jelas

cukup jelas

yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ialah Pejabat Pega
wai Nege: i Sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh Undang-undang
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
cukup jelas :

Dalam meiaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwe-
nang sebagaimana dimaksud huruf a s/d i pasal ini namun terbatas
pada pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah

cukup jelas

cukup jelas |

Yang dimaksud Unit Organisasi jalah Satuan Organisasi Pemerin
tah yang tcmpat bekerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ber.
sangkutan,

cukup jelas

: cukup jelas

cukup jelas
Termasuk membuat berita acara sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Kehakiman Nomor : M. 04« PW, 07. 03 Tahun 1984,
cukup jclas

cukup jclas s
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